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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 

sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir pelaksanaan 

pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum 

Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar. Laporan ini disusun sebagai bentuk 

tanggungjawab secara tertulis berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 huruf c yang menyatakan 

bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan 

hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara 

periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. 

Adapun, penyusunan laporan ini kiranya masih jauh dari kata 

sempurna. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf apabila 

terdapat kesalahan dalam laporan ini. Oleh karena itu kami terbuka untuk 

setiap kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi 

kedepannya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada segala 

pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas bantuannya dalam 

penyusunan laporan ini. Kami berharap semoga laporan akhir pelaksanaan 

pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum 

Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar ini akan memberikan berbagai manfaat 

bagi siapa saja yang membaca serta menambah pengetahuan bagi kita 

semua. 

 

 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KOTA BLITAR 

KOORDINATOR DIVISI SDMO DIKLAT DAN DATIN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 

merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia. Penyelenggaraan 

tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang meskipun tidak 

dilaksanakan secara bersamaan namun beririsan akan memberikan 

dampak beban kerja yang lebih bagi penyelenggara pemilu dan 

sekretariat. Kesiapan penyelenggara Pemilu dalam hal ini dalah KPU 

dalam menghadapi tahapan pemilu menjadi kunci keberhasilan 

pelaksanaan tahapan. Dibutuhkan soliditas dari seluruh entitas untuk 

memberikan pelayanan yang optimal untuk tetap fokus dan bekerja sama 

dalam menghadapi tantangan ke depan. Penyelenggaraan tahapan 

Pemilu 2024 yang memakan waktu sangat panjang tentu akan menguras 

energi yang banyak. Oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) atau dalam hal ini penyelenggara Pemilu yang benar-benar siap 

menghadapi segala macam tantangan dalam menyukseskan Pemilu 

2024 nanti. Pengalaman pelaksanaan pemilu 2019 lalu banyak 

mengajarkan kepada kita tentang kompleksitas tantangan yang dihadapi 

oleh para penyelenggara.  

Untuk itu ada poin yang menjadi catatan khusus dalam 

menyiapkan penyelenggara yang handal dalam menghadapi pemilu 

selanjutnya. Catatan khusus tersebut adalah rekruitmen yang benar-

benar selektif. Sebagai garda terdepan dalam menyukseskan tahapan 

Pemilu, penyelenggara yang direkrut harus benar-benar siap bekerja 

baik dari segi mental maupun fisik. Kesiapan mental ini sangat 

menunjang maksimalnya para penyelenggara dalam bekerja. Mental 

yang kuat dapat menghindarkan penyelenggara dari segala macam 

tantangan yang bisa menjadikan mereka tidak profesional dalam bekerja. 

Godaan dalam hal integritas sebagai penyelenggara sangatlah kuat. 

Mulai dari penyelenggara tingkat atas hingga penyelenggara adhoc 
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paling bawah. Apalagi pada tahapan Pemilu yang melibatkan ratusan 

calon yang bisa saja salah satu dari caleg adalah kerabat atau kolega 

dari penyelenggara itu sendiri.  

Mengawal kemungkinan maupun peluang terjadinya pelanggaran 

yang terjadi selama proses pembentukan badan adhoc penyelenggara 

Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dan agar penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil, maka sumber daya manusia yang terlibat sebagai 

penyelenggara Pemilu dan Pemilihan haruslah merupakan sumber daya 

manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang 

terstandardisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin 

mutu sumber daya manusia badan adhoc itu, diperlukan pengawasan 

mengenai pembentukan badan adhoc yang mencakup persyaratan, 

mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian 

Badan Adhoc. Oleh karena itu Bawaslu menginstruksikan kepada 

jajarannya untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan bahwa 

KPU beserta jajarannya telah melaksanakan pembentukan badan adhoc 

penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dilaksanakan sesuai 

dengan regulasi dan peraturamn perundang-undangan yang berlaku. 

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkda Serentak 

tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Februari dan November 

Tahun 2024 ini, KPU melaksanakan Tahapan pembentukan badan 

adhoc secara sekaligus untuk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Pada 

Laporan akhir pelaksanaan pengawasan pembentukan badan adhoc 

penyelenggara ini akan meliputi pengawasan terhadap badan adhoc 

untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan 

Suara (PPS).  

 

B. RUANG LINGKUP 

Laporan akhir pelaksanaan pengawasan pembentukan Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar 

ini mempunyai ruang lingkup laporan adalah sebagai berikut : 
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1. Pembahasan tentang latar belakang perlunya kegiatan pengawasan 

pada tahapan pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu 

pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, serta ruang lingkup dan 

maksud juga tujuan dari laporan akhir kegiatan pengawasan 

pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu ini. 

2. Pembahasan tentang gambaran umum pelaksanaan pengawasan 

pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 

Tahun 2024 serta hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh 

jajaran Bawaslu Kota Blitar. 

3. Pembahasan tentang temuan hasil pengawasan terhadap 

pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 

Tahun 2024 serta tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Kota 

Blitar terkait hal tersebut. 

4. Pembahasan tentang evaluasi dan rekomendasi yang dilakukan 

terkait pelaksanaan pengawasan pada tahapan pembentukan badan 

ad-hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan akhir pelaksanaan pengawasan pembentukan Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar 

mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Memenuhi pelaksanaan tugas Bawaslu tingkat kabupaten/kota 

khususnya Bawaslu Kota Blitar untuk menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu 

secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan sebagaimana 

tercantum pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum  

2. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban Divisi Sumber Daya 

Manusia, Organisasi Pendidikan Latihan dan Data Informasi sebagai 

penanggung jawab Tim Fasilitasi pengawasan pembentukan badan 

ad-hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. 
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3. Memberikan gambaran umum hasil pelaksanaan kegiatan 

pengawasan terhadap tahapan pembentukan badan ad-hoc 

penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 terutama untuk 

pembentukan badan ad-hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 

Panitia Pemungutan Suara (PPS). 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN  

PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC 

 

A. GAMBARAN UMUM 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan 

pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan 

sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan 

dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Sebagai penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 

proses penyelenggaraan Pemilu, Pengawasan penyelenggaraan 

Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta Panwaslu LN. 

Lingkup pengawasan untuk setiap jenjang jajaran Bawaslu telah 

ditetapkan sesuai regulasi. Pada pasal 5 di kemukakan bahwa di tingkat 

kabupaten/kota Bawaslu melakukan pengawasan terhadap : 

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang 

meliputi: 

a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, 

dan daftar pemilih tetap; 

b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 

c. Proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 

d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu; 

g. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah 

kerjanya; 
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h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke 

PPK; 

i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 

j. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, 

Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; 

2. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu; 

3. Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai 

Pemilu; 

4. Pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang 

terdiri atas: 

a. Putusan DKPP; 

b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional 

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia 

f. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota. 

2. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye mencakup masa 

tenang. 

3. Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana tersebut diatas 

Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS. 
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Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

rekruitmen PPK, PPS dan KPPS, Bawaslu mengeluarkan surat edaran 

nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pengawasan terhadap 

pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pedoman tersebut 

disampaikan bahwa dasar hukum dalam melaksanakan pengawasn 

terhadap pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan 

Umum; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata 

Kerja dan Pola Hubungan; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang 

Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc 

Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota; 
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9. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 

Tentang Perubahan atas Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota 

dan Wakil Walikota. 

Fokus pengawasan yang dilakukan terhadap tahapan 

pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc 

2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc; 

3. Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc; 

4. Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan. 

Sedangkan mekanisme pengawasan yang harus dilakukan oleh 

Bawaslu tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 

1. Pengawasan secara melekat, adapun dalam melaksanakan 

pengawasan Bawaslu Kab/Kota dapat melibatkan Panitia 

Pengawas Pemilu Kecamatan atau sebutan lain. 

2. Koordinasi dengan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan data 

3. Membentuk posko aduan masyarakat 

4. Konsolidasi dengan pemantau pemilu yang telah terakreditasi dan 

stakeholder untuk ikut melakukan pengawasan 

5. Membentuk Tim Fasilitasi pengawasan pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ketentuan 

Ketua Tim Fasilitasi adalah Koordinator Divisi Sumber Daya 

Manusia 

6. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu 

Provinsi. 
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B. HASIL PENGAWASAN 

1. Pengawasan Terhadap Pembentukan PPK. 

Fokus pengawasan terhadap tahapan pembentukan Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pertama adalah ketaatan prosedur 

dalam pembentukan PPK. Jadwal tahapan pembentukan badan ad-

hoc PPK sesuai regulasi adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 1  Jadwal pembentukan PPK 

NO 
TAHAPAN 

PEMBENTUKAN 
AWAL AKHIR 

1.  
pengumuman pendaftaran 
calon anggota PPK 

20 November 2022  24 November 2022 

2.  
penerimaan pendaftaran 
calon anggota PPK 

20 November 2022  29 November 2022 

3.  
penelitian administrasi 
calon anggota PPK 

21 November 2022  1 Desember 2022 

4.  
pengumuman hasil 
penelitian administrasi 
calon anggota PPK 

2 Desember 2022  4 Desember 2022 

5.  
seleksi tertulis calon 
anggota PPK 

5 Desember 2022  7 Desember 2022 

6.  
pengumuman hasil seleksi 
tertulis calon anggota PPK 

8 Desember 2022  10 Desember 2022 

7.  

tanggapan dan masukan 
masyarakat terhadap 
calon 
anggota PPK 

2 Desember 2022  10 Desember 2022 

8.  
wawancara calon anggota 
PPK 

11 Desember 2022  13 Desember 2022 

9.  
pengumuman hasil seleksi 
calon anggota PPK 

14 Desember 2022  16 Desember 2022 

10.  penetapan anggota PPK  16 Desember 2022  16 Desember 2022 

11.  pelantikan anggota PPK  4 Januari 2023  4 Januari 2023 

 

 

Dari jadwal pembentukan PPK diatas Tim fasilitasi pengawasan 

pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 

Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar melaksanakan pengawasan untuk 

ketaatan prosedur adalah sebagai berikut : 
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1. KPU Kota Blitar mengumumkan tentang jadwal pendaftaran calon 

PPK mulai tanggal 20 November 2023 dan diumumkan melalui 

social media resmi KPU Kota Blitar, website resmi dan papan 

pengumuman yang ada di kecamatan dan papan pengumuman 

KPU Kota Blitar. 

 

Gambar 2. 1  Pengumuman seleksi PPK di Website KPU Kota Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2  Pengumuman seleksi PPK pada Instagram KPU Kota Blitar 
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Pendaftaran calon anggota PPK yang dilakukan melalui aplikasi 

SIAKBA ditutup pada tanggal 29 November 2023 dengan hasil akhir 

jumlah pendaftar adalah 185 orang dengan total 205 orang yang 

telah membuat akun di aplikasi SIAKBA.  

2. Pada tahapan penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat 

yang dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Desember 

2023 KPU Kota Blitar juga mengumumkan melalui media social 

resmi dan website. Pada tahapan ini hasil dari koordinasi dan 

permintaan data dari Bawaslu Kota Blitar adalah tidak ada 

tanggapan atau masukan yang diterima oleh KPU Kota Blitar. 

 

Gambar 2. 3 pengumuman tanggapan masyarakat di Instagram KPU Kota Blitar 
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3. Pada tahapan penelitian administrasi berkas pendaftar calon 

anggota PPK yang pada jadwal dilaksanakan pada tanggal 21 

November s.d 1 Desember 2023, KPU Kota Blitar melaksanakan 

tahapan tersebut pada tanggal 21 s.d 30 November 2023, dan 

menetapkan hasil penelitian administrasi berkas pendaftar calon 

anggota PPK melalui Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Blitar 

Nomor 1146/PP.04.1/BA/3572/2022 pada tanggal 30 November 

2022 dengan jumlah pendaftar yang lolos adalah 106 orang yang 

tersebar di tiga kecamatan  dengan jumlah pendaftar laki-laki 

sejumlah 52 orang dan pendaftar berjenis kelamin perempuan 

sejumlah 54 orang. Dari data ini maka pada tahapan pendaftaran, 

telah memenuhi faktor 3 kali kebutuhan dan memperhatikan 

keterwakilan perempuan 30%. KPU Kota Blitar mengumumkan 

hasil seleksi berkas administrasi pendaftar calon anggota PPK di 

media social dan website resmi pada tanggal 2 Desember 2023. 

 

Gambar 2. 4  Pengumuman hasil seleksi administrasi 

 

 

4. Pada tahapan pelaksanaan tes tertulis, KPU Kota Blitar 

melaksanakan dengan metode tes CAT yang berlokasi di 

laboratorium computer SMPN 3 Kota Blitar, Jalan Ciliwung No 176 
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Tanggung Kota Blitar. Pelaksanaan tes CAT ini dilakukan di 4 ruang 

terpisah dengan perincian sebagai berikut : 

- Lab 1 jumlah peserta 27 orang 

- Lab 2 jumlah peserta 25 orang 

- Lab 3 jumlah peserta 27 orang 

- Lab 4 jumlah peserta 27 orang 

Kegiatan pelaksanaan tes tertulis didahului dengan pemberian 

arahan dan penandatanganan pakta integritas terkait kerahasiaan 

soal yang disaksikan oleh Bawaslu kota Blitar, Bakesbangpol Kota 

Blitar, SMPN 3 dan Polres Blitar Kota. 

 

Gambar 2. 5   Pengawasan Pakta Integritas pada tes tulis PPK 

 

 

 

Pada tahapan tes CAT untuk pendaftar calon PPK ini, pelaksanaan 

ujian dimulai pada pukul 09.00 Wib. Terdapat kejadian luar biasa 

yaitu sempat terjadi mati listrik di ruang lab 2, setelah dilakukan 

perbaikan ujian dimulai lagi pada pukul 09.30 Wib. Dari hasil 

pengawasan sejumlah 11 orang tidak hadir tanpa keterangan dan 
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dipastikan gugur pada tahapan seleksi selanjutnya. Pengumuman 

hasil dari seleksi tes tertulis diumumkan oleh KPU Kota Blitar pada 

tanggal 8 Desember 2023. 

 

Gambar 2. 6  Gambar 2.6 Pengawasan melekat pelaksanaan tes tulis 

 

 

5. Pada tahapan pelaksanaan tes wawancara untuk calon anggota 

PPK yang telah lulus seleksi tes tertulis dilaksanakan selama 3 hari 

mulai tanggal 11 s.d 13 Desember 2023 bertempat di Joglo 

Djatimalang Café, Jalan Ir Soekarno No 350 Sentul Kota Blitar. 

Pembagian sesi jadwal wawancara adalah sebagai berikut tanggal 

11 Desember 2023 mulai pukul 08.00 Wib s.d 16.00 Wib untuk 

Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah peserta 16 orang, 

kemudian tanggal 12 Desember 2023 mulai pukul 08.00 Wib s.d 

16.00 Wib untuk Kecamatan Sananwetan dengan jumlah peserta 

18 orang dan tanggal 13 Desember 2023 mulai pukul 08.00 Wib s.d 

16.00 Wib untuk Kecamatan Sukorejo dengan jumlah peserta 17 

orang. Hasil dari pelaksanaan tes wawancara ini diumumkan oleh 

KPU kota Blitar pada tanggal 14 Desember 2023. 
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Gambar 2. 7  Pengawasan melekat pada pelaksanaan tes tulis  

 

 

6. Selanjutnya adalah tahapan pengumuman untuk calon Panitia 

Pemilihan Kecamatan Terpilih untuk Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 14 

Desember 2023 melalui media sosial dan website resmi KPU Kota 

Blitar. Untuk masing-masing kecamatan ditetapkan sejumlah 10 

orang yang merupakan peringkat 1 s.d 10 sebagai cadangan untuk 

PAW apabila ada pengunduran diri/pemberhentian dari anggota 

PPK terpilih.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

16 

 

 

Gambar 2. 8  Pengumuman hasil seleksi PPK di website KPU Kota Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tahapan terakhir adalah pelantikan anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) Terpilih. Kegiatan pelantikan dan pengambilan 

sumpah janji dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di 

Hall Lely Hotel Puri Perdana jalan Anjasmoro no 78 Kota Blitar. 

Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 

12.30 Wib.  

 

Gambar 2. 9   Pengawasan pelaksanaan pelantikan PPK Terpilih 
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Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Blitar, 

perwakilan Forkopimda Kota Blitar, Bawaslu Kota Blitar dan Camat 

seluruh Kota Blitar. Anggota PPK terpilih tersebut nantinya 

mempunyai masa kerja mulai 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 

2024. 

 

2. Hasil Pengawasan Terhadap Pembentukan PPS. 

Fokus pengawasan terhadap tahapan pembentukan Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) yang pertama adalah ketaatan prosedur 

dalam pembentukan PPS. Jadwal tahapan pembentukan badan 

ad-hoc PPS sesuai regulasi adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 2  Jadwal pembentukan PPS 

NO 
TAHAPAN 

PEMBENTUKAN 
AWAL AKHIR 

1.  
pengumuman pendaftaran 
calon anggota PPS 

18 Desember 2022  22 Desember 2022 

2.  
penerimaan pendaftaran 
calon anggota PPS 

18 Desember 2022  30 Desember 2022 

3.  
penelitian administrasi 
calon anggota PPS 

19 Desember 2022  2 Januari 2023 

4.  
pengumuman hasil 
penelitian administrasi 
calon anggota PPS 

3 Januari 2023  5 Januari 2023 

5.  
seleksi tertulis calon 
anggota PPS 

6 Januari 2023  11 Januari 2023 

6.  
pengumuman hasil seleksi 
tertulis calon anggota PPS 

12 Januari 2023  14 Januari 2023 

7.  

tanggapan dan masukan 
masyarakat terhadap 
calon 
anggota PPS 

3 Januari 2023  14 Januari 2023 

8.  
wawancara calon anggota 
PPS 

15 Januari 2023  17 Januari 2023 

9.  
pengumuman hasil seleksi 
calon anggota PPS 

18 Januari 2023  20 Januari 2023 
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10.  penetapan anggota PPS  20 Januari 2023  20 Januari 2023 

11.  pelantikan anggota PPS  24 Januari 2023  24 Januari 2023 

 

Dari jadwal pembentukan PPS diatas Tim fasilitasi pengawasan 

pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 

Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar melaksanakan pengawasan untuk 

ketaatan prosedur adalah sebagai berikut : 

1. Pengumuman untuk pendaftaran Panitia Pemungutan Suara 

(PPS) dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar pada tanggal 18 

Desember 2023 di media social dan website resmi KPU Kota 

Blitar.  

 

Gambar 2. 10  Pengumuman seleksi PPS 
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Gambar 2. 11  Pengumuman seleksi PPS di Instagram KPU Kota Blitar 

 

Proses pendaftaran calon anggota PPS sama dengan proses 

pendaftaran untuk calon anggota PPK, yaitu melalui aplikasi 

SIAKBA. Pada tahapan pendaftaran ini ada perubahan terkait 

jadwal pendaftaran calon anggota PPS. Pengumuman untuk 

jadwal pendaftaran PPS awalnya sesuai dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 

Selanjutnya terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 

Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Pada 

tahapan pendaftaran ini sejumlah 425 orang telah mendaftar pada 

aplikasi SIAKBA. Sejumlah 425 orang pendaftar ini tersebar di tiga 
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kecamatan dengan sebaran sebagai berikut Kecamatan 

Kepanjenkidul dengan pendaftar sejumlah 110 orang, Kecamatan 

Sananwetan dengan 160 orang pendaftar dan Kecamatan 

Sukorejo dengan 155 orang pendaftar. Dari data ini maka pada 

tahapan pendaftaran, telah memenuhi faktor 3 kali kebutuhan dan 

memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. 

2. Pada tahapan seleksi administrasi pendaftar calon anggota PPS 

yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai 

dengan 2 Januari 2023, KPU Kota Blitar menetapkan pendaftar 

yang telah lolos seleksi administrasi melalui Berita Acara Rapat 

Pleno KPU Kota Blitar nomor 01/PP.04.1-BA/3572/2023 

tertanggal 2 Januari 2023 dan diumumkan melalui social media 

dan website resmi KPU Kota Blitar. Pada tahapan ini sejumlah 272 

orang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes 

tulis atau tes CAT.  

 

Gambar 2. 12   Pengumuman seleksi administrasi pendaftar PPS 

 
 

3. Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan 

pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 di ruang laboratorium 
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komputer SMPN 3 Kota Blitar, Jalan Ciliwung No 176 Tanggung, 

Kota Blitar. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan dalam 2 sesi 

yaitu sesi 1 dimulai pada pukul 09.00 Wib sampai dengan 10.30 

Wib dengan peserta dari kelurahan seluruh kecamatan 

Kepanjenkidul dan ditambah 4 kelurahan dari wilayah kecamatan 

Sananwetan yaitu Kelurahan Klampok, Kelurahan Sananwetan, 

Kelurahan Karangtengah dan Kelurahan Gedog. Untuk sesi 2 

dilaksanakan mulai pukul 13.30 Wib sampai dengan 15.00 Wib 

dengan peserta dari seluruh kelurahan diwilayah Kecamatan 

Sukorejo dan ditambah dengan tiga kelurahan dari wilayah 

kecamatan Sananwetan yaitu Kelurahan Rembang, Kelurahan 

Bendogerit dan kelurahan Plosokerep. Pada pelaksanaan 

pengawasan tes tulis ini Bawaslu kota Blitar mengikut sertakan 

jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kota Blitar. Sebagaimana 

pelaksanaan tes tulis untuk seleksi anggota PPK, kegiatan ini juga 

didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas terkait 

kerahasiaan soal tes tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan 

dari KPU Kota Blitar dan perwakilan dari SMPN 3 Kota Blitar 

sebagai penanggungjawab server untuk tes tulis tersebut. 

Kegiatan tersebut disaksikan oleh Bawaslu Kota Blitar, Polres 

Blitar Kota, Bakesbangpol Kota Blitar, SMPN 6 kota Blitar dan 

Diskominfotik Kota Blitar. 

 

Gambar 2. 13   Pengawasan penandatanganan Pakta Integritas
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Pada pelaksanaan tes tertulis sesi 1, hasil pengawasan dari 

jajaran Bawaslu Kota Blitar kegiatan ini seharusnya diikuti oleh 

sejumlah 136 peserta. Namun pada pelaksanaannya sejumlah 10 

orang tidak hadir tanpa keterangan. Sehinga jumlah peserta yang 

mengikuti kegiatan tes tulis pada sesi 1 adalah 126 orang. 

Sedangkan pada tes tertulis sesi 2 yangs seharusnya diikuti oleh 

sejumlah 136 orang, namun sejumlah 18 orang tidak hadir 

sehingga jumlah peserta yang mengikuti tes tertulis adalah 118 

orang. Hasil dari tes tertulis tersebut akan diumumkan oleh KPU 

Kota Blitar pada tanggal 12 Januari 2023. Pada tahapan ini juga 

sekaligus diumumkan terkait jadwal penyampaian masukan atau 

tanggapan masyarakat dapat dilakukan mulai tanggal 3 Januari 

sampai dengan 14 Januari 2023. Dari hasil koordinasi dan 

permintaan data yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar, tidak 

ada tanggapan maupun masukan yang diterima oleh KPU Kota 

Blitar pada tahapan pembentukan PPS. 

 

Gambar 2. 14  Pengawasan melekat pelaksanaan tes tertulis PPS 
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4. Tahapan selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan 

tes wawancara bagi pendaftar calon anggota PPS yang telah lolos 

dari tahapan tes tertulis. Pelaksanaan tes wawancara tersebut 

dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman bagi pendaftar 

calon anggota PPS yang telah lolos tes tertulis melalu Berita Acara 

Rapat Pleno KPU Kota Blitar Nomor 07/PP.04.1-BA/3572/2023 

tertanggal 7 Januari 2023. Sejumlah 182 orang berhak untuk 

mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 

sampai dengan 17 Januari 2023 di Djoglo Djatimalang Café, Jalan 

Ir Soekarno No 450 Sentul Kota Blitar. Pelaksanaan tes 

wawancara tersebut dibagi sebagai berikut untuk tanggal 15 

Januari 2023 untuk calon PPS se-Kecamatan Kepanjenkidul 

sejumlah 60 orang, kemudian tanggal 16 Januari 2023 untuk calon 

PPS se-kecamatan Sananwetan sejumlah 63 orang dan tanggal 

17 Januari 2023 untuk calon PPS se-Kecamatan Sukorejo 

sejumlah 59 orang. Selanjutnya hasil dari tes wawancara ini 

diumumkan oleh KPU Kota Blitar pada tanggal 18 Januari 2023 

sebagai Anggota PPS Terpilih yang berjumlah 6 orang yang 

mempunyai peringkat tertinggi dari masing-masing kelurahan.  

 

Gambar 2. 15  Pengawasan melekat pelaksanaan tes wawancara PPS 
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5. Tahapan terakhir yang menjadi fokus pengawasan dalam 

pembentukan PPS adalah pelaksanaan pelantikan dan 

pengambilan sumpah janji bagi anggota PPS Terpilih. Penetapan 

anggota PPS terpilih ditetapkan melalui Berita Acara Rapat Pleno 

KPU Kota Blitar Nomor 31/PP.04.1-BA/3572/2023 tertanggal 18 

Januari 2023. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah 

janji dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 di Hall Graha 

Kagawara Hotel Puri Perdana, Jalan Anjasmoro No 78 Kota Blitar.  

 

Gambar 2. 16   Pengawasan melekat pelaksanaan pelantikan PPS Terpilih 

 

 

Kegiatan pelantikan tersebut dihadiri oleh WaliKota Blitar, perwakilan 

Forkopimda Kota Blitar, Bawaslu Kota Blitar yang pada kesempatan 

tersebut diwakili oleh Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Blitar, 

Camat dan Lurah seluruh Kota Blitar. Anggota PPS terpilih tersebut 

nantinya mempunyai masa kerja mulai 25 Januari 2023 sampai 

dengan 23 Februari 2024. 
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BAB III 

TEMUAN HASIL PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN 

ADHOC PENYELENGGARA PEMILU 

 

 

A. TEMUAN 

Sebagaimana dinyatakan Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan temuan 

adalah  dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil 

pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Pada kegiatan pengawasan 

tahapan pembentukan badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024 

dalam hal ini adalah PPK dan PPS, Tim Fasilitasi Pengawasan 

pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu tahun 2024 

menemukan adanya temuan terkait nama-nama yang diduga sama 

dengan nama pendaftar pada saat diumumkannya lolos seleksi berkas 

administrasi pada saat pendaftaran PPK dan PPS. Pada saat 

pengumuman seleksi berkas administrasi, Tim Fasilitasi Pengawasan 

pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu tahun 2024 

melakukan crosscheck data yang lolos seleksi berkas administrasi 

dengan data DPT 2019 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Blitar. Dari 

crosscheck tersebut muncullah NIK dari masing-masing nama pendaftar 

untuk kemudian NIK tersebut dicek satu persatu melalui website 

https://infopemilu.kpu.go.id/. Dari hasil pengecekan tersebut, nama-

nama yang diduga menjadi pendaftar badan ad-hoc dan berstatus 

tercatut menjadi anggota salah satu partai politik akan diberikan 

rekomendasi ke KPU Kota Blitar sebagai berikut : 

1. Melakukan pencermatan kembali terhadap status keanggotaan partai 

politik calon anggota badan ad-hoc penyelenggara Pemilu Tahun 

https://infopemilu.kpu.go.id/
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NO NO URUT PENGUMUMAN JENIS KELAMIN KECAMATAN TERCATUT DIPARTAI

1 AIMMATUL NUR JANNAH PEREMPUAN KEPANJENKIDUL Partai Gelombang Rakyat Indonesia

2 CATUR WULAN SARI PEREMPUAN SUKOREJO Partai Nasdem

3 RATNA PEREMPUAN SUKOREJO Partai Kebangkitan Nusantara

4 CICILIA ANDIKA PEREMPUAN SANANWETAN Partai Solidaritas Indonesia

5 GUNAWAN LAKI-LAKI SANANWETAN Partai Gerakan Indonesia Raya

6 GUNAWAN LAKI-LAKI SANANWETAN Partai Hati Nurani Rakyat

7 GUNAWAN LAKI-LAKI SANANWETAN Partai Swara Rakyat Indonesia

8 IRMA OKTA WARDHANI, S.KM. PEREMPUAN SANANWETAN Partai Ummat

HASIL PENCERMATAN TERHADAP NAMA-NAMA YANG SAMA DENGAN PENDAFTAR PPK

2024 pada aplikasi SIPOL maupun melalui website 

infoPemilu.kpu.go.id. 

2. Memastikan calon anggota badan ad-hoc yang lolos seleksi tes tertulis 

tidak menjadi anggota partai politik melalui SIPOL maupun melalui 

website infoPemilu.kpu.go.id. 

3. Menindaklanjuti terhadap hasil pencermatan dari Bawaslu Kota Blitar 

pada website infoPemilu.kpu.go.id terhadap nama-nama yang sama 

dengan nama yang diumumkan pada tahapan lolos seleksi 

administrasi pembentukan badan adhoc KPU sebagaimana terlampir. 

4. Memberikan jawaban untuk bentuk tindak lanjut pada poin 3 kepada 

Bawaslu Kota Blitar sebelum dilaksanakan pengumuman hasil tes 

tertulis. 

Untuk hasil pencermatan bagi pendaftar calon anggota PPK yang 

tercatut SIPOL pada website infoPemilu.kpu.go.id. adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3. 1  Hasil pencermatan tercatut SIPOL untuk pendaftar PPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begitu juga pada saat tahapan pendaftaran calon anggota PPS, Tim 

Fasilitasi Pengawasan pembentukan badan ad-hoc penyelenggara 

Pemilu tahun 2024 melaksanakan pengawasan dengan mencermati 

data pendaftar calon anggota PPS tercatut sebagai keanggotaan salah 

satu partai politik atau tidak. Sedangkan hasil pencermatan bagi 
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pendaftar calon anggota PPS yang tercatut SIPOL pada website 

infoPemilu.kpu.go.id. adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 2  Hasil pencermatan tercatut SIPOL untuk pendaftar PPS 

NO Nama Alamat Tercatut di SIPOL 

1 AIMMATUL NUR JANNAH JL. MUSI NO. 4 
Partai Gelombang Rakyat 

Indonesia 

2 PUAN MAHARANI JL. KACA PIRING NO. 8 Partai Ummat 

3 DIYAN PONCOWATI JL HALMAHERA NO 83 Partai Ummat 

4 LE ANNAS NUREM 
JL. KH HASYIM ASHARI NO 
19 

Partai Keadilan dan 
Persatuan 

5 MUFARIKIN JL. PANJAITAN NO. 113 
Partai Keadilan dan 
Persatuan 

6 
SALVADILLA PUTRI 

ANGGRAINI 
JL. RIAU 

Partai Gelombang Rakyat 

Indonesia 

7 MEGA AYU CANDRAWATI JL. LEKSO GG I NO. 03 
Partai Keadilan dan 
Persatuan 

8 DUWI CRISTINA 
JL ARYO BLITAR GG II NO 
5 

Partai Kebangkitan Bangsa 

 

B. TINDAK LANJUT TEMUAN 

Dari rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Fasilitasi 

Pengawasan pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilu Tahun 

2024, KPU Kota Blitar menyampaikan beberapa hal terkait rekomendasi 

yang disampaikan sebagai berikut : 

1. KPU Kota Blitar mematuhi ketentuan yang tercantum dalam 

Pedoman teknis pembentukan badan adhoc Penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa 

persyaratan calon anggota PPK salah satunya adalah tidak menjadi 

anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang 

sah atau paling singkat 5 (Lima) tahun tidak lagi menjadi anggota 

partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus 

partai politik yang bersangkutan. 
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2. Aplikasi SIAKBA secara system sudah terintegrasi dengan SIPOL 

dimana terdapat fitur untuk melakukan pengecekan terhadap status 

keanggotaan partai politik pada SIPOL. 

3. Bagi pendaftar calon anggota badan ad-hoc KPU yang bukan 

sebagai anggota partai politik, tetapi Namanya terdaftar dalam SIPOL 

maka melampirkan surat pernyataan bukan anggota partai politik. 

4. Meski sudah mengisi formulir tanggapan masyarakat di portal 

helpdesk KPU, tetapi proses menghapus nama yang terdaftar dalam 

SIPOL, tetap dilakukan secara berjenjang hingga ke admin SIPOL 

tingkat KPU RI. 

5. Materi seleksi wawancara calon anggota badan ad-hoc KPU 

mencakup rekam jejak calon anggota badan ad-hoc serta klarifikasi 

atas tanggapan masyarakat salah satunya terkait status keanggotaan 

partai politik. 
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BAB IV 

EVALUASI DAN REKOMENDASI 

 

A. EVALUASI 

Dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim 

Fasilitasi pengawasan pembentukan badan ad-hoc penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, pembentukan badan 

ad-hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar telah memenuhi 

instrumen pengawasan yang tercantum sesuai Surat Edara Ketua 

Bawaslu Nomor 32 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman teknis 

pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS 

dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil 

gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. 

Instrumen tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Ketaatan prosedur 

Dalam proses pembentukan  badan Adhoc, KPU Kota Blitar 

melaksanakan sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU 

Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 

Walikota dan Wakil Walikota 

2. Keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara ad-hoc 

Dari hasil pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kota Blitar dengan KPU Kota Blitar, seluruh peserta 

yang mengikuti seleksi badan ad-hoc penyelenggara Pemilu dan 

Pemilihan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang 

berlaku. Begitu juga dengan peserta seleksi yang Namanya 

tercatut salah satu partai politik pada website 

infoPemilu.kpu.go.id. telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 

surat pernyataan dari yang bersangkutan dan surat keterangan 

dari partai politik. 
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3. Keterpenuhan 3x kebutuhan pada pendaftar badan ad-hoc. 

Kuota kebutuhan untuk badan ad-hoc Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) adalah 15 orang se-Kota Blitar. Kebutuhan 

untuk pemenuhan kuota 3x kebutuhan yaitu sejumlah 45 orang 

telah tercukupi dengan jumlah pendaftar yang pada hari terakhir 

adalah sejumlah 185 orang. Sedangkan kuota kebutuhan untuk 

badan ad-hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Blitar 

adalah 63 orang. Kebutuhan untuk keterpenuhan jumlah kuota 

3x kebutuhan adalah sejumlah 189 orang telah tercukupi dengan 

jumlah pendaftar pada hari terakhir yaitu sejumlah 425 orang. 

4. Afirmatif keterwakilan 30% perempuan pada tahapan 

pendaftaran. 

Keterwakilan 30% perempuan pada pendaftaran badan ad-hoc 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dapat dilihat dari total 

jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi adalah 106 

orang terdiri dari pendaftar berjenis kelamin laki-laki sejumlah 52 

orang dan pendaftar berjenis kelamin perempuan sejumlah 54 

orang. Sedangkan untuk pendaftar badan ad-hoc PPS dapat 

dilihat dari total pendaftar adalah sejumlah 425 orang yang terdiri 

dari 194 adalah laki-laki dan sejumlah 231 orang pendaftar 

berjenis kelamin perempuan. 

 

B. REKOMENDASI 

Bawaslu Kota Blitar tidak mempunyai akses pada aplikasi 

SIAKBA sehingga tidak bisa melakukan pengawasan yang 

mendalam terkait proses pembentukan badan ad-hoc terutama 

untuk pencermatan terkait pendaftar yang Namanya tercatut pada 

SIPOL. Bawaslu Kota Blitar hanya bisa melakukan pemeriksaan 

melalui website infoPemilu.kpu.go.id. Untuk proses pengawasan 

pembentukan badan ad-hoc selanjutnya diharap Bawaslu mendapat 

akses pada aplikasi SIAKBA sebagaimana Bawaslu mendapat akses 

pada aplikasi SILON dan SIPOL. 
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